
6. Peraturan ... 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4246); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Organlsasi Perangkat Daerah (Lembaran naerah xaoupaten 
Bogor Tahun 2004 Nomor 159); 

BUPATI BOGOR, 
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelayanan umum di bidang 

usaha angkutan perlu ditetapkan prosedur tetap pemrosesan dokumen 
administrasi pelayanan umum di bidang usaha angkutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap 
Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum di bidang Usaha 
Angkutan; 

- 
PROSEDUR TETAP PEMROSESAN DOKUMEN ADMINISTRASI 

PELAYANAN UMUM DI BIDANG USAHA ANGKUTAN 

PERATURAN BUPATI BOGOR 

NOMOR 19TAHUN 2005 
TENTANG 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BOGOR 

. ~ ,.;,., ~ - 
. ~~- ·~ ~i1t";l •1: __ ;~- ., 

··-~~ 



PERY ARMAN 
SERITA DAER.AH KABUPATEN. BOGOR 
TAHUN. 2005 NOMOR...19 

Oiundangkan di Cibinong 
Pada tanggal 1 5 Juli 200 5 
SEKRETARIS D KABUPATEN BOGOR. 

Pasa11 
Prosedur tetap dokumen administrasi petayanan umum dibidang Usaha 
Angkutan sebagaimana tercantum cialam lampiran keputusan int 

Pllsal 2 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ciiunciangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan lni dengan 
penempatannya datam Serita Oaerah Kabupaten ·eogor. 

Ditetapkan di Obinong 

pa® ta~t 14 Juli 200 5 
BUPATI aoGOR, 

Menetapkan: PERATURAN BUPAn TENTANG PROSEDUR TETAP PEMROSESAN 
DOKUM.EK ADNIN.l5TRA51 PELA.YAN.AK UNUM DI BlDANG USAHA 
ANGKUTAN 

- 2 - 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sogor Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten 
Bogor (Lembaran Oaerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 1Tl); 

, 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Retlibusi Usaha Angkutan (Lembaran Oaerah l<abupaten Bogor Tahun 
2004 Nomor 196); 

8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.H/Kpts/Huk/2002 tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi 
Petayanan Umum Kepacia Dinas Perhubungan; 

MDIUTUSKAN: 
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